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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas penerapan standar pembuktian kerugian 

keuangan negara (actual loss) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan studi kasus perkara 

impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara hasil penghitungan kerugian 

keuangan negara oleh BPKP dengan jumlah kerugian yang dinyatakan 

terbukti oleh Majelis Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

standar actual loss pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 serta menganalisis penerapannya dalam perkara Thomas Trikasih 

Lembong berdasarkan nilai-nilai Tujuan Hukum Gustav Radbruch. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data 

penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen perkara, serta data 

pendukung berupa wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif 

dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep actual loss, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta fakta dan 

pertimbangan hukum dalam perkara Thomas Trikasih Lembong. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar actual loss pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mensyaratkan 

kerugian keuangan negara yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat 

ditentukan jumlahnya, sehingga kerugian yang masih bersifat potensial atau 

berupa perkiraan tidak dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan unsur 

kerugian keuangan negara. Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, hasil 

penghitungan BPKP sebesar Rp578.105.411.622,47 tidak secara otomatis 

membuktikan seluruh kerugian keuangan negara. Setelah dinilai berdasarkan 

alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim menetapkan kerugian 

keuangan negara yang terbukti sebesar Rp194.718.181.818,19. Penerapan 

tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 serta memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Sementara dari 

aspek kepastian hukum, penerapan actual loss telah memiliki ukuran yang 

jelas dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi konsistensi 

penerapannya pada setiap tahapan penegakan hukum masih belum optimal. 

 

Kata Kunci: Actual Loss, Kerugian Keuangan Negara, Tujuan Hukum. 
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ABSTRACT 

This study examines the application of the standard of proof for actual 

financial losses to the state in corruption cases following Constitutional 

Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, using the sugar import case involving 

Thomas Trikasih Lembong as a case study. This study was motivated by the 

discrepancy between the calculation of state financial losses by the Financial 

and Development Supervision Agency (BPKP) and the amount of losses 

deemed proven by the panel of judges. This study aims to analyze the standard 

of “actual loss” following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-

XIV/2016 and to examine its application in the Thomas Trikasih Lembong 

case based on Gustav Radbruch’s legal objectives. 

This study employs a juridical-normative research method using 

legislative, conceptual, and case-based approaches. Research data were 

obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, 

and case documents, as well as supporting data in the form of interviews. All 

data were analyzed qualitatively by linking legal provisions, the concept of 

“actual loss,” Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, and the 

facts and legal considerations in the Thomas Trikasih Lembong case.. 

The research findings indicate that the standard for “actual loss” 

following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 requires that 

the financial loss to the state be one that has actually occurred, is tangible, 

and can be quantified; thus, losses that are still potential in nature or consist 

of estimates cannot be used as the basis for fulfilling the element of financial 

loss to the state. In the case of Thomas Trikasih Lembong, the BPKP’s 

calculated figure of Rp578,105,411,622.47 does not automatically prove the 

full extent of the state’s financial loss. After evaluating the evidence and trial 

facts, the Panel of Judges determined the proven state financial loss to be 

Rp194,718,181,818.19. This application is consistent with Constitutional 

Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 and fulfills the principles of justice 

and public interest. Meanwhile, from the perspective of legal certainty, the 

application of “actual loss” has clear criteria and aligns with the 

Constitutional Court Decision; however, the consistency of its application at 

every stage of law enforcement remains suboptimal. 

 

Keywords: Actual Loss, State Financial Loss, Legal Objectives.  
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MOTTO 

 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya” 

(An-Najm 53:39) 

 

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang  

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan 

perasaanmu sebagai manusia” 

(Baskara Putra - Hindia) 

 

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri” 

(Baskara Putra - Hindia) 

 

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar 

hibahkan bebanmu” 

(Perunggu) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan menyalahgunakan 

kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun pihak 

lain dengan cara merugikan atau menggelapkan keuangan negara.1 

Korupsi merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap 

keuangan negara sekaligus merusak integritas institusi publik. 

Sebagai tindak pidana yang bersifat extraordinary, korupsi 

memerlukan instrumen hukum yang ketat, termasuk pada aspek 

pembuktian unsur kerugian keuangan negara.2 Dalam konteks hukum 

pidana, keberadaan kerugian negara bukan hanya menggambarkan 

akibat dari perbuatan koruptif, tetapi juga menjadi unsur delik yang 

menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban 

pidana. Standar pembuktian kerugian negara memiliki peran penting 

dalam menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan.3 

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016, pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak 

pidana korupsi berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

 
1 Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 9.   

 
2 Syah, Kaharuddin dan Abdul Manan, Buku Ajar Hukum Pidana, (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2025), hlm 173. 

 
3 Dee, Mustakim La, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Medan: PT 

Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm 5.   
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan frasa 

"dapat merugikan keuangan negara". Rumusan tersebut dipahami 

sebagai dasar penggunaan konsep potential loss, yaitu kerugian yang 

belum benar-benar terjadi tetapi diperkirakan akan timbul berdasarkan 

proyeksi atau perhitungan tertentu.4  Penggunaan konsep potential 

loss kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik 

penegakan hukum. Kerugian negara yang dihitung berdasarkan 

proyeksi atau estimasi dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar 

pembuktian dalam hukum pidana karena belum menunjukkan adanya 

kerugian yang nyata. Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa 

penggunaan potential loss berpotensi bertentangan dengan asas 

legalitas, asas kesalahan, serta prinsip beyond reasonable doubt, 

mengingat seseorang dapat dipidana berdasarkan kerugian yang masih 

bersifat hipotetis.5 

Perbedaan cara memahami unsur kerugian negara tersebut 

juga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. 

Laporan audit yang menggunakan pendekatan prediktif sering kali 

dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kerugian negara, 

meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi. Di satu sisi 

pendekatan tersebut dinilai mendukung efektivitas pemberantasan 

 
4 Dista, John, Endang Prasetyawati, dan Otto Yudianto. "Penghitungan Kerugian 

Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu 

Sosial, Vol. 4, No.5 (2019), hlm 207. 

 
5 Zahra, Khansa Laily Az, et al. "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam 

Proses Penyelesaian Hukum Perdata." The Juris, Vol. 8, No.1 (2024), hlm 96. 



3 

korupsi, namun di sisi lain dipandang berpotensi menimbulkan 

kriminalisasi terhadap kebijakan publik dan mengurangi perlindungan 

terhadap hak-hak terdakwa. Perdebatan inilah yang kemudian 

mendorong diajukannya pengujian konstitusional terhadap frasa 

"dapat merugikan keuangan negara" kepada Mahkamah Konstitusi. 

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengubah penafsiran terhadap 

frasa "dapat merugikan keuangan negara" dengan menegaskan bahwa 

pembuktian kerugian negara harus didasarkan pada kerugian yang 

nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss).6 

Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum 

tindak pidana korupsi karena mengubah standar pembuktian unsur 

kerugian keuangan negara yang sebelumnya lebih fleksibel menjadi 

lebih ketat. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan 

kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana 

korupsi. Pembuktian kerugian negara harus didukung oleh bukti 

empiris yang memenuhi standar akuntabilitas, seperti laporan audit 

investigatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.7 

Perubahan standar tersebut juga menimbulkan persoalan baru 

 
6 Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. 

 
7 Kristanto, Kiki. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan 

Negara." Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 4. No. 2 (2019) hlm 563. 
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mengenai bagaimana konsep actual loss diterapkan dalam praktik 

pembuktian oleh aparat penegak hukum. 

Perubahan standar pembuktian menuju konsep actual loss 

menuntut adanya kejelasan mengenai parameter dan metode yang 

digunakan untuk menilai kerugian keuangan negara. Perubahan 

tersebut mengharuskan pembuktian kerugian negara didasarkan pada 

kerugian yang benar-benar terjadi, sehingga diperlukan mekanisme 

pembuktian yang mampu memberikan kepastian mengenai 

keberadaan dan besarnya kerugian negara. Namun, hingga kini belum 

terdapat pedoman yang baku mengenai metode perhitungan kerugian 

negara yang dapat diterapkan secara seragam oleh auditor, penyidik, 

penuntut umum, maupun hakim. Perbedaan standar teknis tersebut 

menyebabkan implementasi konsep actual loss dalam praktik masih 

bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga, sehingga 

berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi.8 

Kasus impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong 

menjadi salah satu perkara yang relevan untuk mengkaji penerapan 

standar pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam perkara 

tersebut, penegak hukum mendasarkan pembuktian unsur kerugian 

 
8 Lawalata, Imanuel Jerry Arthur, dan Jessyca Haniel Picauly. "Efektifitas Praktik 

Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 25/PUU-XIV/2016." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 3, No. 5 (2024) hlm 3423. 
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keuangan negara pada hasil audit yang menyatakan adanya kerugian 

negara akibat kebijakan impor gula yang diambil saat Thomas 

Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 

2015–2016. Penggunaan hasil audit tersebut menimbulkan perdebatan 

mengenai apakah kerugian yang dibuktikan telah memenuhi standar 

actual loss sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, atau 

masih didasarkan pada pendekatan yang bersifat estimatif. Perdebatan 

tersebut menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam praktik penegakan hukum masih menyisakan 

persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut. 

Meskipun kebijakan impor gula yang menjadi objek perkara 

berlangsung pada periode 2015–2016, proses penegakan hukumnya 

baru memasuki tahap penyidikan dan penuntutan setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 berlaku. 

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam perkara Thomas 

Trikasih Lembong secara normatif seharusnya telah mengacu pada 

standar actual loss sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini relevan sebagai 

objek penelitian untuk menilai implementasi standar pembuktian 

kerugian keuangan negara dalam praktik. 

Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan yuridis utama 

dalam perkara ini bukan terletak pada validitas kebijakan impor itu 

sendiri, melainkan pada konsep dan penerapan standar pembuktian 

kerugian negara sebagai unsur delik tindak pidana korupsi. Dengan 
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demikian, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai 

“Penerapan Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara (Actual 

Loss) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk No. 25/Puu-

Xiv/2016 (Analisis Terhadap Kasus Impor Gula Oleh Thomas 

Trikasih Lembong)”.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran konkret mengenai problem pembuktian actual loss dalam 

tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, 

serta membantu menjawab apakah standar pembuktian kerugian 

negara telah diterapkan secara tepat dalam perkara impor gula yang 

melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Analisis ini tidak hanya 

penting untuk menilai konsistensi aparat penegak hukum dalam 

menerapkan standar pembuktian pidana, tetapi juga relevan dalam 

memetakan tantangan metodologis ketika suatu perkara berkaitan 

dengan kebijakan publik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat 

menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara 

(actual loss) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK 

No.25/PUU-XIV/2016 ditinjau dari teori tujuan hukum? 

2. Bagaimana penerapan standar pembuktian unsur kerugian 

keuangan negara (actual loss) dalam perkara impor gula oleh 

Thomas Trikasih Lembong pasca Putusan MK No. 25/PUU-

XIV/2016 ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

memiliki tujuan yang hendak dicapai serta kegunaan yang diharapkan 

dapat diberikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan 

dan kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang 

telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis standar pembuktian unsur kerugian 

keuangan negara (actual loss) dalam tindak pidana korupsi pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. 

b. Untuk mengkaji penerapan standar pembuktian unsur kerugian 

keuangan negara (actual loss) dalam perkara impor gula oleh 

Thomas Trikasih Lembong pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 25/PUU-XIV/2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dalam kajian hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian 

unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian 
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ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya 

yang mengkaji standar pembuktian actual loss pasca Putusan 

MK No. 25/PUU-XIV/2016, serta memberikan pemahaman 

normatif mengenai batasan kerugian negara dalam praktik 

peradilan. 

b. Kegunaan Praktis 

Memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum (penyidik, 

penuntut umum, hakim) dalam menerapkan standar pembuktian 

kerugian negara yang lebih konsisten dan sesuai dengan Putusan 

MK, sehingga dapat mencegah terjadinya perluasan unsur delik 

yang tidak tepat. Memberikan gambaran empiris mengenai 

bagaimana standar actual loss diterapkan dalam kasus impor 

gula oleh Thomas Trikasih Lembong, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi dalam proses penyidikan dan penuntutan 

perkara sejenis. Juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat 

dan akademisi untuk memahami dinamika penerapan unsur 

kerugian negara dalam perkara korupsi. 

D. Telaah Pustaka 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nabila Riani berjudul “Unsur 

Kerugian Keuangan Negara dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya 

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Smg)” mengkaji kedudukan unsur kerugian keuangan 

negara dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi 
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serta pengaruhnya terhadap pemidanaan melalui pendekatan yuridis-

sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan 

negara harus dibuktikan sebagai actual loss yang nyata dan 

didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang sehingga 

mampu memberikan dasar objektif bagi penjatuhan pidana. 9 

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak 

pada pembahasan mengenai pembuktian kerugian keuangan negara 

sebagai actual loss pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016. Adapun perbedaannya, penelitian Nabila Riani 

berfokus pada kedudukan kerugian negara dalam menentukan 

kualifikasi tindak pidana korupsi dan pemidanaan melalui pendekatan 

yuridis-sosiologis, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis 

normatif mengenai penerapan standar pembuktian actual loss dalam 

perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. 

 Kedua, jurnal ilmiah berjudul "Evaluasi Penerapan Metode 

Penghitungan Kerugian Negara dalam Membantu Penanganan 

Kasus Tindak Pidana Korupsi" yang ditulis oleh Sumarto dan Yan 

Rahadian membahas penerapan berbagai metode penghitungan 

kerugian negara yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian 

 
9 Riani, Nabila, “Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Penentuan Kualifikasi 

Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Smg)” (2025). Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 
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tersebut menganalisis beberapa metode penghitungan, seperti Pokok 

plus Bunga, Total Loss, Net Loss, dan Real Cost, berdasarkan putusan 

pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan 

kerugian negara yang diterapkan BPK pada umumnya telah 

memenuhi standar pemeriksaan dan diakui oleh majelis hakim, 

meskipun pada beberapa perkara masih terdapat metode penghitungan 

yang dinilai kurang tepat sehingga tidak sepenuhnya diterima dalam 

proses pembuktian.10 

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

penyusun karena sama-sama membahas pentingnya pembuktian 

kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Namun 

demikian, penelitian Sumarto dan Yan Rahadian lebih berfokus pada 

evaluasi teknis dan metodologis terhadap metode penghitungan 

kerugian negara yang digunakan oleh auditor. Sementara itu, 

penelitian penyusun tidak menitikberatkan pada aspek teknis 

penghitungan kerugian negara, melainkan pada analisis yuridis 

mengenai penerapan standar pembuktian actual loss pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam perkara 

impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Dengan 

demikian, penelitian penyusun lebih menekankan kesesuaian 

 
10 Sumarto, Sumarto, and Yan Rahadian. "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan 

Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." Jurnal 

ASET (Akuntansi Riset) Vol. 12, No. 1 (2020). 
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penerapan standar pembuktian kerugian keuangan negara dengan 

ketentuan hukum pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 Ketiga, jurnal ilmiah berjudul “Kerugian Keuangan Negara 

Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016” yang ditulis oleh 

Novella Janis membahas kedudukan unsur kerugian keuangan negara 

sebagai dasar penyidikan tindak pidana korupsi setelah terbitnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi, 

unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan sebagai kerugian 

yang nyata (actual loss) sehingga proses penyidikan tidak lagi dapat 

didasarkan pada potensi kerugian (potential loss) atau proyeksi 

ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga 

pemeriksa, seperti BPK, BPKP, dan APIP, memiliki peran penting 

dalam menetapkan kerugian keuangan negara, meskipun penerapan 

standar actual loss dalam praktik penyidikan masih menghadapi 

berbagai tantangan metodologis. 

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

penyusun karena sama-sama membahas perubahan standar 

pembuktian kerugian keuangan negara setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta implikasinya terhadap 

penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun demikian, penelitian 

Novella Janis berfokus pada konsepsi yuridis kerugian keuangan 

negara dalam tahap penyidikan dan peran lembaga pemeriksa dalam 
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menetapkan kerugian negara. Sementara itu, penelitian penyusun 

berfokus pada analisis penerapan standar pembuktian actual loss 

dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih 

Lembong untuk menilai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, penelitian 

penyusun tidak hanya mengkaji aspek konseptual kerugian keuangan 

negara, tetapi juga mengevaluasi implementasi standar pembuktian 

actual loss dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. 11
 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, diperlukan 

landasan teori yang berperan sebagai alat analisis. Teori menjadi 

pedoman berpikir bagi penyusun dalam menjelaskan temuan, 

memberikan arah dalam proses analisis data, serta membantu 

menghasilkan kesimpulan penelitian.12 Kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) 

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum pada dasarnya 

bertumpu pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan.13 Ketiga nilai tersebut perlu ditempatkan 

 
11 Janis, Novella, “Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara 

Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.”, Lex 

Privatum, Vol. 12, No. 4 (2023). 

 
12 Nursulis, Marfu'ah, and Mohamad Muspawi. "Analisis fungsi dan pentingnya 

landasan teori dalam penulisan karya ilmiah." Edu Research, Vol. 5, No. 3 (2024) hlm 93. 

 
13 Muslih, Mohammad. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum 

Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." Legalitas: Jurnal Hukum 4.1 (2017) hlm 143. 
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secara proporsional dalam penyelenggaraan hukum agar hukum tidak 

hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi 

juga mampu mewujudkan ketertiban dan memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut lahir dari kritik 

Radbruch terhadap pendekatan hukum yang cenderung bersifat 

parsial karena hanya menitikberatkan pada satu sudut pandang, seperti 

pendekatan normatif yang berorientasi pada positivisme, pendekatan 

empiris yang berfokus pada realitas sosial, maupun pendekatan etis 

yang menekankan aspek nilai dan moral. Oleh karena itu, Radbruch 

memandang bahwa hukum perlu dipahami melalui keterkaitan ketiga 

nilai tersebut secara bersama-sama. 

Menurut Radbruch, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan 

dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Dalam kehidupan 

bermasyarakat diperlukan berbagai norma, baik berupa kebiasaan, 

kesusilaan, maupun hukum, untuk mengatur hubungan antaranggota 

masyarakat. Dalam konteks tersebut, validitas dan tujuan hukum 

dapat dilihat melalui tiga nilai utama14: 

a. Keadilan (filosofis), yang berkaitan dengan tuntutan agar 

hukum memberikan perlakuan yang adil serta 

menempatkan setiap orang secara proporsional sesuai 

dengan hak dan kewajibannya. 

 
14 Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai 

doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang." Undang: Jurnal 

Hukum 5.2 (2022) hlm 459. 
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b. Kemanfaatan (sosiologis), yang menghendaki agar hukum 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu 

menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi tujuan 

pembentukannya. 

c. Kepastian hukum (yuridis), yang menekankan adanya 

aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga 

setiap orang mengetahui konsekuensi hukum atas suatu 

perbuatan. 

Dalam penelitian ini, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch 

digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah, 

yaitu menganalisis standar pembuktian kerugian keuangan negara 

(actual loss) dalam tindak pidana korupsi setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Penerapannya pada kasus 

impor gula Ton Lembong.  

Teori Tujuan Hukum digunakan untuk menganalisis standar 

pembuktian kerugian keuangan negara (actual loss) pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan penerapannya 

pada kasus impor gula Tom Lembong dalam perspektif keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut digunakan 

melalui beberapa indikator, yaitu perlakuan yang proporsional dan 

tidak sewenang-wenang dalam aspek keadilan; perlindungan 

keuangan negara dan efektivitas penegakan hukum dalam aspek 

kemanfaatan; serta kejelasan dan konsistensi penerapan standar actual 
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loss dalam aspek kepastian hukum. Dengan indikator tersebut, 

penelitian dapat menilai apakah standar pembuktian actual loss yang 

diterapkan telah mewujudkan tujuan hukum secara seimbang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus 

pada analisis terhadap standar pembuktian unsur kerugian keuangan 

negara (actual loss) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta penerapannya 

dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih 

Lembong. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena permasalahan 

yang dikaji bersifat normatif-dogmatis, yakni berkaitan dengan 

penafsiran norma hukum, konstruksi unsur delik, dan standar 

pembuktian pidana, bukan pada perilaku hukum masyarakat atau 

praktik empiris di lapangan. 15 

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

normatif, permasalahan mengenai penerapan standar pembuktian 

 
15 Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis 

normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." Smart Law Journal, Vol. 

2, No. 2 (2023) hlm 118. 
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kerugian keuangan negara (actual loss) dalam tindak pidana korupsi 

memiliki keterkaitan dengan praktik penegakan hukum, khususnya 

dalam proses pembuktian dan penilaian kerugian keuangan negara di 

persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilengkapi dengan data 

lapangan berupa wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi 

dan pemahaman terkait hukum pidana dan pembuktian kerugian 

keuangan negara.  

Wawancara tersebut tidak ditempatkan sebagai sumber data 

empiris utama, melainkan sebagai data pendukung yang digunakan 

untuk memperkaya dan memperjelas analisis yuridis-normatif, 

khususnya dalam memahami penerapan sistem pembuktian dan 

penilaian terhadap terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara 

(actual loss) dalam praktik penegakan hukum. Keterangan yang 

diperoleh dari narasumber digunakan sebagai bahan konfirmasi dan 

interpretasi terhadap permasalahan hukum yang dianalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan 

putusan pengadilan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan pembuktian kerugian negara serta menganalisis 

penerapannya dalam kasus konkret.16 Penelitian ini tidak hanya 

 
16 Ramdhan, Muhammad, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021) hlm 7. 
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memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan 

analisis kritis terhadap konsistensi dan kesesuaian penerapan standar 

pembuktian actual loss dengan teori pembuktian. Dengan sifat 

penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai 

hubungan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya 

dalam praktik, serta problematika yang muncul dalam pembuktian 

kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian yuridis-normatif, sehingga menghasilkan metode analisis 

yang komprehensif terhadap standar pembuktian kerugian negara 

(actual loss) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 

25/PUU-XIV/2016.17  

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), digunakan 

untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pembuktian kerugian negara, termasuk UU Tipikor, UU 

Keuangan Negara, KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menjadi dasar penafsiran actual loss. Pendekatan kasus (case 

approach), digunakan untuk menelaah penerapan norma tersebut 

dalam putusan atau dokumen perkara impor gula oleh Thomas 

Trikasih Lembong, khususnya analisis terhadap pertimbangan hukum 

 
17 Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "Perbandingan Metode 

Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil 

Djambek." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12, No .6 (2025) hlm 2231. 
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majelis hakim, konstruksi kerugian negara, dan perbedaan penilaian 

antara auditor negara dan aparat penegak hukum. Serta pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini digunakan untuk 

mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti standar 

pembuktian pidana, actual loss, potential loss, serta relasi antara 

kewenangan administrasi negara dan pertanggungjawaban pidana. 

Pendekatan ini bertumpu pada doktrin dan pandangan para ahli 

hukum. 

Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai 

hubungan antara kerangka normatif dan penerapan standar 

pembuktian kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi 

yang berkaitan dengan kebijakan publik. 

4. Sumber Data 

Data merupakan elemen fundamental dalam suatu penelitian karena 

kualitas, ketepatan, dan validitasnya sangat menentukan akurasi 

temuan yang dihasilkan.18 Oleh karena itu, pengumpulan dan 

pemilihan sumber data dalam penelitian hukum harus dilakukan 

secara sistematis dan kritis agar mampu memberikan kontribusi yang 

bermakna, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi 

pemecahan permasalahan yang diteliti.  

 
18 Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: 

Primer Sekunder, dan Tersier.” Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate 

Learning And Studies (IICLS), Vol. 5, No. 3 (2024), hlm 111.   
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Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai 

sumber utama, sementara data primer berfungsi sebagai pendukung 

yang menguatkan interpretasi normatif.19 Data sekunder diperoleh 

melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, 

dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, 

pendapat para ahli, serta berbagai sumber bacaan lain yang relevan, 

termasuk informasi yang berasal dari objek penelitian.20 Data 

sekunder sebagai sumber utama memberikan dasar normatif dan 

teoretis mengenai pembuktian kerugian negara. Data sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

 
19 Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "Perbandingan Metode 

Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil 

Djambek." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12, No .6 (2025) hlm 2229. 

 
20 Firmanto, Taufik, et al. Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif 

Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024 ) hlm 20. 
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e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 

mengenai penegasan makna kerugian negara yang nyata (actual 

loss); 

g) Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung yang relevan dengan pembuktian tindak pidana korupsi; 

h) Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan 

kepabeanan yang menjadi dasar pengaturan impor gula. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

a) Buku-buku teks dan literatur hukum terkait tindak pidana 

korupsi, pembuktian pidana, serta konsep kerugian keuangan 

negara; 

b) Artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas 

actual loss, standar pembuktian pidana, dan hukum keuangan 

negara; 

c) Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan sebagai bahan 

pembanding; 

d) Publikasi ilmiah dan laporan analitis mengenai impor gula, 

kebijakan perdagangan, dan tata kelola keuangan negara. 

3) Bahan Hukum Tersier 
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a) Kamus-kamus; 

b) Ensiklopedia; 

c) Direktori peraturan perundang-undangan; 

d) Sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan 

penjelasan konseptual terhadap istilah teknis dalam penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian.21 Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, 

serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh 

bahan hukum dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung 

analisis normatif terhadap standar pembuktian kerugian keuangan 

negara. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.22 Bahan 

hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi 

 
21 Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. "Pengumpulan data penelitian." J-CEKI: 

Jurnal Cendekia Ilmiah,Vol. 3, No. 5 (2024) hlm 5423. 

 
22 Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. Metode penelitian kualitatif. 

(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019) hlm 2. 
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hukum, sistematisasi norma, dan penalaran hukum untuk menilai 

kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya 

dalam perkara konkret. Analisis difokuskan pada penilaian apakah 

pembuktian unsur kerugian keuangan negara (actual loss) dalam 

perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong telah memenuhi 

standar pembuktian pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan 

ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016, serta apakah penerapan tersebut telah selaras dengan 

tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk 

mengidentifikasi pola, konsistensi, dan problematika penerapan 

standar actual loss dalam praktik, sehingga diperoleh kesimpulan 

yang komprehensif mengenai efektivitas pembuktian kerugian negara 

dalam tindak pidana korupsi berbasis kebijakan impor. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab, 

yang masing-masing memuat uraian pembahasan sesuai ruang 

lingkup penelitian.  

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan.  
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Bab kedua, menguraikan landasan teori dan tinjauan yuridis 

yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini membahas konsep 

kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi, serta teori tujuan 

hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. 

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai perkara 

impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong, yang meliputi kronologi 

perkara, proses penyidikan, hasil audit kerugian negara, serta 

pertimbangan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan.  

Bab keempat, membahas hasil penelitian dalam dua sub-bab. 

Sub-bab pertama menganalisis penerapan standar unsur kerugian 

keuangan negara (actual loss) dalam tindak pidana korupsi setelah 

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dari prespektif teori tujuan 

hukum. Sub-bab kedua mengkaji penerapan unsur kerugian keuangan 

negara dalam penegakan hukum pada kasus Tom Lembong, 

khususnya dalam perkara impor gula, dengan menilai apakah 

pembuktian kerugian negara melalui dokumen audit dan fakta 

persidangan telah memenuhi standar Putusan MK No. 25/2016 dan 

teori tujuan hukum.  

Bab kelima, memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian serta saran yang diajukan penyusun sebagai rekomendasi 

akademik maupun praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan standar actual loss pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa 

kerugian keuangan negara yang menjadi dasar 

pertanggungjawaban pidana harus merupakan kerugian yang 

benar-benar terjadi, nyata, dan dapat ditentukan jumlahnya. 

Standar tersebut memberikan kepastian bahwa pemidanaan tidak 

didasarkan pada kerugian yang masih bersifat potensial atau 

sekadar perkiraan. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav 

Radbruch, penerapan actual loss mendukung keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan melalui pembuktian kerugian yang 

lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Berdasarkan hasil analisis, penerapan standar actual loss dalam 

perkara Thomas Trikasih Lembong pada dasarnya telah sesuai 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 karena Majelis Hakim hanya menetapkan kerugian 

yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya. 

Penerapan tersebut juga telah memenuhi nilai keadilan dan 

kemanfaatan melalui adanya keseimbangan antara perlindungan 

keuangan negara dan hak terdakwa serta pencegahan 

penggunaan kerugian yang belum nyata sebagai dasar 

pemidanaan. Sementara itu, dari aspek kepastian hukum, 
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penerapan actual loss telah memiliki ukuran yang jelas dan 

sesuai dengan Putusan MK, tetapi konsistensi penerapannya 

pada setiap tahapan penegakan hukum masih belum optimal. 

B. Saran 

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut 

Umum 

Perlu menerapkan standar actual loss secara konsisten sejak tahap 

awal proses penegakan hukum. Penghitungan kerugian keuangan 

negara hendaknya tidak hanya berorientasi pada besarnya nominal 

kerugian, tetapi juga pada kemampuan untuk membuktikan bahwa 

setiap komponen kerugian benar-benar telah terjadi, pasti 

jumlahnya, memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang jelas, 

serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang 

didakwakan. Dengan demikian, hasil penghitungan kerugian tidak 

hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki 

kekuatan dalam pembuktian pidana. 

2. Bagi auditor (BPKP) 

Penghitungan kerugian keuangan negara perlu disusun dengan 

metode yang transparan, objektif, dan dapat diuji di persidangan. 

Setiap komponen kerugian sebaiknya dijelaskan secara terpisah 

mengenai dasar hukum, data yang digunakan, metode 

penghitungan, kondisi faktual yang menjadi dasar perbandingan, 

serta hubungan antara perbuatan yang diperiksa dengan kerugian 
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yang dihasilkan. Hal tersebut penting agar hasil audit tidak hanya 

menghasilkan nominal kerugian, tetapi juga mampu menunjukkan 

bahwa nominal tersebut merupakan actual loss sebagaimana 

dipersyaratkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016. 

3. Bagi hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi 

Hakim perlu tetap menempatkan hasil penghitungan auditor 

sebagai salah satu bagian dari keseluruhan alat bukti dan tidak 

menjadikannya sebagai dasar yang secara otomatis menentukan 

terbuktinya unsur kerugian keuangan negara. Setiap komponen 

kerugian perlu diuji berdasarkan keabsahan alat bukti, kekuatan 

pembuktian, keterkaitan antarbukti, serta kemampuan 

keseluruhan alat bukti dalam membentuk keyakinan hakim. 

Penilaian tersebut diperlukan agar putusan benar-benar 

mencerminkan standar actual loss dan sekaligus menjamin 

keadilan serta kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. 
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